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BUPATI MA NGGARAL

SALINAN
KEPUTUSAN BUPAT! MANGGARAT
NOMOR : H¥ /286, 2012

TENTANG

BUPATI MANGGARA]J,

Mcnimbang - Poa. bahwa dalarn rangka  pemeratas. pelayanan
pendidikan dj Kabupaten Manggarai, maka perlu
Penambahan penetapar Lembaga Pendidikan
Sekolah Dasar. Sekolah Menengah Pertama dan
Sekolah Menengah Atas;

b.  bahwa penetapan iembaga pendidikan s-f:bagairnané
dimaksud pads Juraf a merupakan salah saty
Syarat bagi siswa siswi yang menimba ilmyu dj
lembaga pendidikan sebagairnana tercantum pada
Lampiran lceputusan ini, untuk mengikutl ujian
nasional tahun ajaran 2012/2013:

C. bahwa berdasarian pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada hurur a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Bupati Manggaraj tentang
Penetapan Lembaga Pendidikan Sekolah Dasar,
Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengzh

Atas di Kabupaten Manggaraj;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Dacrah-daerah Tingkat Il dalam
Wilayah- Daerah-daerah Tingkat 1 Bali, Nusa
Tenggara Barat dan  Nusa Tenggara  Timur

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 #



¢

Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara I{epubhk

Indonesia Nomor 1655); '

2. ~Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang .

Penyelenggarcan Negara yvang Bersih dan Bebaé
dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lemli::-aran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 73,
Tambahan Lembaran® Negara Repubiik Indonesia
Nomor 3851)

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang

Sistem Pendidikan Nasional (Lembaramn- Negara

Republik Indonesia Tahun 2003. Nomor 78,

Tambahan Lembaran Negara Republik indoensia /

Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

'U'l

Pemerintahan Daerah (Lembaran Nezara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Megara Republik Indoensia Nomor 4437),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perbahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tshun 2304 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembuaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 39, Tambahsn Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 48¢4);

6. Undanclind~nig Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemcrintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indon=sia Tehun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Repu'lik Indonesia
Nornor 4438);

7. Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2011 Tentang
Pembentukan Peraturan Perundang~-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tamnahan Lembaran Necgara Republik '

Indonesia Nomor 5234); Z
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Peraturan Pemerintan N omor 28 Tahun 11990
tentang Pendidikan Dasar; |«

‘Peraturan Pemerintah: Nomor 17 Tahun fOlO s

tentang Pengelolaan dan Per:j-:faslcngg raan

Pendidilian;

Peraturan Pemerintal: Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelclaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tohun 2003 Nomor 140,
Tambahan Lemrharan Negara Republiic Indonesia
Nomor 4578):

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 1994 tentang Pelaltsanaan Waiib Belajar
Pendidikan Dasar:

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 036/U/1995 tentang  Pelaksanaan Wajib
Belajar Pendidikan Dasar;

Keputusan Mentieri Pendidikan dan nebudayaan
Nomor 044 /U /2002 tentang Dewan Pendidikan dan
Komite Sekolah:

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 066/U/2002 tentang Pedoman Pendidikan

Sekolah;
MEMUTUSKAN:

Menétaplqarl Lembaga Pendidikan Sekolah Dasar,
Sekeolah Menengah Pertama dan Selolal, Menengah
Atas dengan nama sekolah  dan alamat
sebagaimana tercantum pada Lampiran yvang
méfupakan bagian  tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.

Lembaga Pendidikan Sekolah Dasar, Sekolah
Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas
yang ditetapkan dalam Keputusan ini merupakan
Sekolah Dasar, Seckolah Menengah Pertama dan
Sekblah Menengah Atas yang telah diverifikasi dan
diseleksi oleh Tim Teknis Dinas Pendidikan Pemuda

dan Olahraga Kabupaten Manggarai. 4
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Segala  biaya yang timbul  sebagaj a}(ib&t

ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada

*~ Angghran Pendapatan den Belanja Daerah II

Kabupaten Manggarai dan Yayasan Pendiri Sek;gjlah.

. Keputusan ini mulai berlakuy scjak tanggal 1! Juli
KEEMPAT_ : 2012 .dengan ketentuan apabila dikemudian hari
ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini,

maka akan ditiniay kembali.

Ditetapkan di Ruten g

pada tanggal 21 November 201
BUPATI MANGGARAL,
TTD

®

CHRISTIAN ROTOX

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. Sekretaris Daerah




SALINAN

LAMPIRAN: KEPU TUSALIN BUPATI MANGGARAI

o

NOMOR
TANGGAL

. HK/286/2012

: 21 NOVEMBER 2012

NAMA NAMA LEMBAGA PENDIDIXAN SEXOLAM DASAR, SEXOLAH
MENENGAH PERTAMA DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS
DI KABUPATEN MANGGARAI

No | Jenjang Pendidikan dan Alamat
Nama Sekolah
I. [SD o ) -
1. | SDN Ulu Belang | Desa Papang, Kecamatan Satar Mese
2. | SDN Bea Lamba / Desa Timbu, Kecamatan Cibal Bars!
I[I. | SMP
SMPN 9 Satar Mese Desa Kembur, Kecamatan Satar Mese Barat
2. | SMPN 11 Satar Mese Desa Wae Ajang, Kecamatan Satar Mese
3. | SMPN 12 Satar Mese Desa Paka, Kecamatan Satar Mese
III. | SMA .
1. | SMA Negeri 2 Cibal Desa Wae Codi, Kecamatan Cibal Barat
IV. | SMK
1. | SMK Elanus JI. Golo Curi, Kelurahan Karot, Kecamatan
} Langke Rembong,
2. | SMK Indonesia Timur Jl. Tuwa, Ne. 41, Kelurahan Pitak, Kecamatan
Langke R=rmbong.
3. | SMK St. Mathilda JL. Lalong Karot, Keluraharn Karot, [“ecamatan:
. ' Langke Rembtong,
4. | SMK St. Petrus

| Jl. Jagu Rowang, Kelurahan Waso, Kecamatan

| Langke Rembong
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Salinan sesuai dengan aslinya




